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BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 54 TAHUN 2015

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR  54 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABANAN NOMOR 69.A TAHUN 2015 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

	Menimbang  :
Mengingat  :
	a. bahwa dengan masih banyaknya ditemukan kesalahan posting belanja pada LHP BPK  RI atas LKPD tahun 2014, serta kewajiban Inspektorat untuk melakukan reviu LAKIP berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 pasal 28 ayat (1) dan melakukan evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2014;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69.A Tahun 2013 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
1. Undang–Undang  Nomor 69 Tahun 1958   tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa  Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Udang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi      Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan  Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 47);




MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABANAN NOMOR 69.A TAHUN 2015 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69.A Tahun 2013 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan  Tahun 2013 Nomor 69.A) diubah sebagai   berikut :
1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada PKPT.
(2) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, reviu dan evaluasi.

(3) Kegiatan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a. pemeriksaan secara berkala yang dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT). 
b. pemeriksaan kasus atas adanya surat pengaduan masyarakat,  Pemeriksaan khusus/ dengan tujuan tertentu atas adanya surat perintah khusus/ dengan tujuan tertentu.

(4) Kegiatan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas:
a. LKPD Kabupaten Tabanan; dan
b. LAKIP.
(5) Dihapus
(6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas:
a. Laporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Penjabarannya; dan  
b. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan SKPD.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Pemeriksaan secara berkala APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9     ayat (3) huruf a, dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.

(2) Pemeriksaan kasus, Pemeriksaan khusus/ dengan tujuan tertentu APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.

(3) Hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dituangkan dalam laporan hasil reviu.

(4) Evaluasi APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi.
3. Ketentuan Pasal 11  diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 11

(1) Laporan hasil pemeriksaan secara berkala reviu dan evaluasi  APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati  dengan tembusan kepada Gubernur Bali dan BPK Perwakilan Provinsi Bali.

(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), disampaikan kepada pemberi tugas.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah dan Desa, wajib menindak lanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan secara berkala, reviu dan evaluasi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11       ayat (1).

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 15

(1) Struktur tim Pemeriksaan secara berkala, Pemeriksaan kasus, Pemeriksaan khusus/ dengan tujuan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf b terdiri dari :

a. penasehat;
b. pengarah/ pembina;
c. penanggungjawab;
d. wakil penanggungjawab/ pengendali teknis struktural;
e. ketua tim; dan
f. anggota tim teknis.
(2) Struktur tim Reviu dan Evaluasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9       ayat (4) dan ayat (6) terdiri  dari :

a. penasehat;
b. pengarah/ pembina;
c. penanggungjawab;
d. wakil penanggungjawab/pengendali teknis structural;
e. ketua tim;
f. sekretaris Tim;
g. koordintor pokja;
h. anggota tim pokja; dan
i. anggota Pelaksana Koordinasi dan Penyusunan  Laporan.
(3) Struktur tim Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari :

a. penanggungjawab;
b. wakil penanggungjawab;
c. ketua tim; dan
d. anggota tim.
(4) Keanggotaan Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Biaya pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan secara berkala, Pemeriksaan kasus, Pemeriksaan khusus/ dengan tujuan tertentu, Reviu LKPD, Evaluasi APBD Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) dibayarkan berdasarkan Surat tugas, hari periksa, penerbitan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan.

(2) Besaran Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

a. Pemeriksaan secara berkala Setda/ Setwan/ Badan/ Dinas/ SKPKD

b. Pemeriksaan secara berkala Kantor/Camat

c. Pemeriksaan Kasus/ khusus/ dengan tujuan Tertentu 

d. Reviu LKPD

e. Reviu LAKIP
f. Evaluasi APBD Pemerintah Kabupaten Tabanan

g. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Rp. 12.000.000,00

Rp.   7.800.000,00

Rp.   9.000.000,00

Rp. 42.900.000,00

Rp. 31.200.000,00

Rp. 42.900.000,00

Rp. 31.200.000,00
(3) Biaya pelaksanaan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14   ayat (1) dibayarkan berdasarkan Surat tugas, hari pelaksanaan, Penerbitan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan sebesar                    Rp 6.300.000,00.
(4) Rincian Besaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.



	Ditetapkan     di Tabanan

pada tanggal  3 Agustus   2015

     BUPATI TABANAN,

                TTD
NI PUTU EKA WIRYASTUTI
Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 3 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

                   TTD
I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2015   NOMOR 54
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